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ABSTRAK

Pasca runtuhnya orde baru tahun 1998, dalam setahun terakhir, sedikitnya
2.345 hektare hutan yang ada di Wonosobo, Jawa Tengah habis dan dijarah massa
yang jumlahnya mencapai ratusan orang. Selain kerusakan hutan, penjarahan juga
berdampak pada sektor perekonomian masyarakat desa yang tinggal di sekitar
hutan yang menggantungkan mata pencahariannya dari hasil hutan. Kerusakan
hutan yang terjadi juga menjadi salah satu penyebab deforestasi dan degradasi
hutan di Indonesia. Pada dasarnya kesejahteraan masyarakat desa adalah fondasi
utama untuk kemajuan sebuah negara. Oleh karena itu Perum Perhutani sebagai
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diberi mandat untuk mengelola hutan
negara dituntut untuk memberikan perhatian yang besar terhadap kelestarian
hutan dan sosial ekonomi masyarakat, terutama masyarakat pedesaan yang
sebagian besar tinggal di sekitar hutan. Salah satu produk hukum yang
dikeluarkan Perum Perhutani adalah kebijakan Pengelolaan Hutan Bersama
Masyarakat (PHBM) yang bertujuan untuk meningkatkan Indeks Pembangunan
Manusia (IPM) menuju Masyarakat Desa Hutan Mandiri dan Hutan Lestari. Jika
ditinjau dari tujuan kebijakan tersebut, menarik untuk dilihat bagaimana
dampaknya terhadap upaya perlindungan hutan dan kesejahteraan masyarakat
desa sekitar hutan.

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum empiris yang
bersifat deskriptif. Lokasi penelitian dilakukan di Perum Perhutani Kesatuan
Pemangkuan Hutan (KPH) Kedu Selatan di Purworejo dan Desa Lebak,
Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. Kerangka
teoretik yang digunakan sebagai alat bedah dalam penelitian ini antara lain, teori
negara kesejahteraan (wefarestate), teori lingkungan hidup dan teori pengawasan.
Data yang digunakan meliputi data primer, data sekunder dan data tersier. Teknik
yang digunakan meliputi, observasi, wawancara dan studi kepustakaan baik
berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, karya tulisan lain dan
dokumen-dokumen yang mendukung penelitian ini. Sehingga analisis data yang
diperoleh dari penelitian ini adalah analisis kualitatif model interaktif.

Sebagai bentuk tanggungjawab sosial perusahaan Perum Perhutani dalam
mengelofa hutan dalam sistem PHBM, Perum Perhutani dituntut harus mampu
menuntaskan berbagai masalah yang terjadi dalam pengelolaan hutan. Kebijakan
PHBM yang di keluarkan oleh Perum Perhutani sejauh ‘ini memberikan dampak
yang cukup signifikan antara lain terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat
desa hutan dan upaya menjaga kelestarian hutan melalui kebijakan-kebijakan
Perum Perhutani bekerja sama dengan masyarakat desa sekitar hutan. Namun, ada
beberapa hal yang perlu lebih diperhatikan lagi mengenai penerapan kebijakan
PHBM ini yaitu, sistem bagi hasil (sharing) pengelolaan hasil hutan, inventarisasi
potensi desa, pemberdayaan LMDH dan pengawasan terhadap pihak-pihak
berkepentingan agar pegelolaan hutan sistem PHBM terlaksana secara optimal
dan proporsional.

Kata kunci: Kebijakan PHBM, Kesejahteraan Masyarakat, Kelestarian Hutan
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejarah mencatat pada masa pasca reformasi 1998, dalam setahun terakhir,
sedikitnya 2.345 hektare (ha) hutan yang ada di Wonosobo, Jawa Tengah habis
dan dijarah massa yang jumlahnya mencapai ratusan orang. Kerusakan terparah
terjadi di wilayah Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Wonosobo dan
BKPH Ngadisono yang dijarah 1.212 ha dari 5.900 ha luas hutan yang ada.!
Selain kondisi hutan yang sangat memprihatinkan, penjarahan juga berdampak
pada infrastruktur jalan yang rusak akibat dilalui oleh kendaraan berat pengangkut
hasil penjarahan hutan, antara lain terjadi di Kecamatan Kaliwiro, Wadaslintang
dan Sapuran.? Selain kerusakan hutan, penjarahan juga berdampak pada sektor
perekonomian masyarakat desa yang tinggal di sekitar hutan dan menggantungkan

mata pencahariannya dari hasil hutan.

Pada‘ dasarnya, 'hutan. sebagai 'kesatuan ekasistem memiliki fungsi
konservasi, fungsi lindung, dan fungsl produksi ‘untuk .mencapai manfaat
lingkungan, sosial, ‘budaya, dan ekonomi yang seimbang dan lestari. Namun

beberapa tahun terakhir, Indonesia sempat menjadi sorotan dunia karena tingkat

! Edi Suprapto, Agus Budi Purwanto, Hutan Jawa : Kontestasi Dan Kolaborasi
(Yogyakarta: Biro Penerbitan ARuUPA, 2013), him. 24. Dikutip dari Suara Pemberharuan, 5
Januari 2002.

% Ibid. him. 25. Penjarahan hutan di Wonosobo yang dimulai pada akhir tahun 1998
merupakan penjarahan hutan pertama dan terbesar di Jawa yang terjadi pada kawasan non jati.
Pada mulanya penjarahan terjadi di daerah Kecamatan Leksono, kemudian meluas hampir di
seluruh kawasan hutan negara di Wonosobo. Dikutip dari laporan reportase investigasi buletin
AKAR, “Penjarahan di Desa Gunung Tugel,” Edisi Perdana, Mei 2000.



deforestasi yang tinggi.> Mirisnya, deforestasi ini juga terjadi di kawasan hutan
lindung dan kawasan konservasi.* Banyaknya bencana alam seperti banjir, erosi,
tanah longsor, pergeseran tanah, dan perubahan iklim yang mengakibatkan
kerugian materi dan juga korban jiwa akhir-akhir ini juga banyak dikaitkan
dengan aktivitas manusia yang berakibat terjadinya ketidakseimbangan ekosistem
alam, antara lain disebabkan adanya penjarahan seperti penggundulan hutan

(ilegal logging) yang sulit dikendalikan.

Pengelolaan ~ kawasan hutan perlu ditetapkan untuk menjamin
keberlangsungan hutan dimasa yang akan datang. Adanya revitalisasi
pembangunan hutan merupakan upaya yang dilakukan untuk mengembalikan
vitalitas hutan yang rusak akibat kecerobohan pengelolaan hutan yang pernah
dilakukan dimasa lalu sehingga produktivitas hutan dapat meningkat kembali
sehingga dapat dikelola dengan prinsip pengelolaan  hutan berkelanjutan
(sustainable forest management) yang memperhatikan  keserasian  dan
keselarasan nilai ekonomi, ekologi, dan sosial budaya.’ Selain untuk menjaga
dan memelihara hutan, Pengelolaan hutan juga diharapkan mampu meningkatkan
kesejahteraan-masyarakat yang tinggal di sekitar hutan atau Masyarakat Desa

Hutan (MDH), mengingat Kabupaten Wonosobo merupakan salah satu kabupaten

® Peraturan Menteri Kehutanan, P.30/Menhut-11/2009 Tentang Tata Cara Pengurangan
Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan. Menurut peraturan menteri tersebut deforestasi
adalah perubahan secara permanen dari areal berhutan menjadi tidak berhutan yang diakibatkan
oleh kegiatan manusia.

* FWI,GFW, Keadaan Hutan Indonesia, (Bogor: Forest Watch Indonesia dan Washington
D.C.: Global Forest Watch, 2001). him. viii.

®> Wilujeng, Etik, Implementasi Kebijakan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat
(PHBM) Dalam Rangka Pelestarian Hutan Di KPH Blora, Jurnal Prodi llmu Administrasi
Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Pemerintahan, Universitas Airlangga, 2015, mengutip dari
Mardiatmoko, Gun. 2008:2.



dengan tingkat kemiskinan yang tinggi dan separuh lebih desa di Wonosobo
adalah desa di dalam dan sekitar hutan. Jika akses masyarakat terhadap hutan
dapat dibuka dan dijamin keberlangsungannya, maka persoalan kemiskinan di

Wonosobo otomatis akan teratasi.®

Pengelolaan hutan jika dilakukan secara maksimal dengan memperhatikan
kelestarian hutan akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Pemerintah
sebagai pembuat kebijakan diharapkan mampu membuat suatu kebijakan yang
mampu memanfaatkan hutan sebagai langkah untuk mensejaherakan rakyat
sekitar hutan dengan memberikan ruang untuk bekerjasama antara pemerintah
dengan masyarakat, yang tentunya memperhatikan keseimbangan untuk
memelihara dan menjaga kelestarian hutan. Perusahaan Umum (Perum Perhutani)
sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diberi mandat untuk
mengelola hutan negara dituntut untuk memberikan perhatian yang besar kepada
masalah sosial ekonomi masyarakat, terutama masyarakat pedesaan yang sebagian
besar tinggal di sekitar hutan. Interaksi antara masyarakat dengan hutan tidak
mungkin dapat dipisahkan. Oleh karena itu, pendekatan yang dilakukan dalam
pengelolaan hutan harus memperhatikan keberlanjutan ekosistem hutan dan peduli

dengan masyarakat miskin'di sekitar hutan.

Sejalan dengan terjadinya reformasi di bidang kehutanan, Perum Perhutani
menyempurnakan sistem pengelolaan sumber daya hutan dengan lahirnya

kebijakan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Sistem PHBM ini

® http://arupa.or.id/sepkuba-penggerak-petani-hutan-wonosobo, diakses pada hari Jum’at,
5 Juli 2019, pukul 01:05 WIB.
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dilaksanakan dengan jiwa bersama, berdaya dan berbagi yang meliputi
pemanfaatan lahan/ ruang, waktu dan hasil pengelolaan sumber daya hutan
dengan prinsip saling menguntungkan, memperkuat dan mendukung serta
kesadaran akan tanggung jawab sosial. Dasar implementasi PHBM pada awalnya
adalah Surat Keputusan (SK) Dewan Pengawas Perhutani Nomor
136/KPTS/DIR/2001 tentang Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama
Masyarakat. Setelah beberapa tahun berjalan, Perhutani mengeluarkan dua SK
baru untuk memperbaiki implementasi PHBM, yaitu SK Direksi Perhutani Nomor
268/KPTS/DIR/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Sumber Daya
Hutan Bersama Masyarakat Plus dan SK Direksi Perhutani Nomor
682/KPTS/Dir/2009 tentang Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama
Masyarakat.” Dengan adanya pemberharuan PHBM ini diharapkan pelaksanaan
pengelolaan Sumber daya hutan di Jawa akan lebih fleksibel, akomodatif,
partisipatif dan dengan kesadaran tanggung jawab sosial yang tinggi, sehingga
mampu memberikan kontribusi peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

menuju Masyarakat Desa Hutah Mandiri dan Hutan Lestari.?

Jika dilihat lagi fakta yang ada dilapangan tepatnya di Desa Lebak,
Kecamatan Kaliwiro, “Kabupaten Wonosobo, Kebijakan' PHBM ini masih

ditemukan beberapa kendala dan permasalahan dalam pelaksanaannya, antara lain

" Edi Suprapto, Agus Budi Purwanto, Hutan Jawa : Kontestasi dan Kolaborasi, Cet ke-1,
(Yogyakarta: Biro Penerbitan ARUPA, 2013), him. 76.

® SK Direksi Perhutani Nomor 682 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Sumber Daya
Hutan Bersama Masyarakat.



dari pihak Perum Perhutani, MDH yang tergabung dalam Lembaga Masyarakat

Desa Hutan (LMDH) dan pemangku kepentingan (stakeholder) lainnya.

Berdasarkan latar belakang diatas, penyusun tertarik untuk melakukan
penelitian skripsi dengan judul “Implikasi Kebijakan Pengelolaan Hutan
Bersama Masyarakat (PHBM) Terhadap Perlindungan Hutan Dan
Kesejahteraan Masyarakat Desa Hutan (MDH) Lebak, Kaliwiro, Wonosobo,

Jateng”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan di atas, agar
pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah dan sistematis, penyusun

merumuskan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut, yaitu:

1. Bagaimana kebijakan Perum Perhutani dalam menindaklanjuti upaya
perlindungan hutan dan kesejahteraan masyarakat pasca dikeluarkannya
kebijakan PHBM?

2. Bagaimana implikasi kebijakan PHBM ' terhadap ‘masyarakat desa hutan
dan kelestarian‘hutan di kawasan Desa-Lebak; Kaliwiro, \Wonosobo, Jawa
Tengah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :



a. Untuk mengetahui dan mengevaluasi upaya yang dilakukan Perum
Perhutani dalam menjaga kelestarian hutan dan mensejahterakan
masyarakat desa hutan sesudah adanya Kebijakan PHBM.

b. Untuk mengetauhi sejaun mana dampak kebijakan PHBM terhadap
kesejahteraan masyarakat desa hutan dan perlindungan hutan di Desa
Lebak, Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo.

2. Kegunaan Penelitian
Adapun kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

a. Mengaplikasikan serta menjembatani antara kajian teoritis dalam studi
implementasi dengan fenomena empiris di lapangan. (kegunaan teoritis)

b. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan atau rujukan,
bahan evaluasi serta proyeksi bagi Perum Perhutani khususnya dalam hal
kebijakan yang dibuat untuk masyarakat desa hutan dan perlindungan
hutan serta memberikan pemahaman kepada masyarakat indonesia
pentingnya menjaga kelestarian hutan. (kegunaan praktis)

D. Telaah Pustaka

Dalam penyusunan sebuah karya-ilmiah, orisinalitas sebuah karya perlu
dijunjung tinggi bagi para akademisi penggiat keilmuan. Meskipun menurut
Barthes, dalam proses penciptaan suatu karya, seorang penyusun tidak terlepas
dari keterlibatannya dengan teks-teks lain yang telah ada. Hal itu menyebabkan
adanya pengaruh teks-teks lain yang masuk ke dalam teks karya yang

dihasilkannya. Dengan begitu, tidak ada teks asli yang menjadi milik seorang



penyusun.” Oleh karena itu, untuk menjamin keaslian dalam penelitian ini
penyusun akan memaparkan beberapa hasil tulisan terdahulu yang masih
berkaitan. Selain menjadi sumber rujukan, tulisan-tulisan tersebut juga berfungsi
sebagai pembanding agar memperlihatkan perbedaan dalam karya yang hendak

disusun.

Pertama, karya yang perlu ditinjau adalah Jurnal milik Supono,
Mahasiswa Program Studi llmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya
Yogyakarta dengan judul “Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama
Masyarakat (PHBM) Perum Perhutani Sebagai Implementasi Tanggungjawab
Sosial Perusahaan (Studi Pada Perum Perhutani KPH Kedu Selatan)”. Fokus
utama dalam penelitian ini membahas implementasi kebijakan PHBM oleh

pembuat kebijakan sendiri yaitu Perum Perhutani.*

Kedua, dalam jurnal yang ditulis Etik Wilujeng, Mahasiswa Program
Studi IImu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Airlangga, dengan judul
“Implementasi_Kebijakan . Pengelolaan Hutan. Bersama. Mayarakat (PHBM)
Dalam Rangka Pelestarian Hutan Di KPH Blora”, Penclitian ini membahas
tentang implementasi Kebijakan PHBM dari segi. pelaksana. maupun kelompok

sasaran, kebijakan itu sendiri, pelaksana, serta kelompok sasaran di KPH Blora.**

° Terry Eagleton, Literary Theory, (Great Britain: Blackwell Plubiser Ltd, 1983), him.
137.

% Supono, “Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Perum
Perhutani Sebagai Implementasi Tanggungjawab Sosial Perusahaan (Studi Pada Perum
Perhutani KPH Kedu Selatan”, Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2017.



Ketiga, dalam skripsi yang ditulis Dimas Ragil Achirrudin, Mahasiswa
Program Studi llmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret
Surakarta dengan judul “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Hutan Bersama
Masyarakat (PHBM) Perum Perhutani Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan
Temanggung dalam Rangka Pelestarian Hutan Lindung di Gunung Sumbing-

’

Sindoro”. Penelitian ini menguraikan peran pemerintah Perum Perhutani dan

masyarakat terhadap pelestarian hutan lindung di Gunung Sumbing-Sindoro.*?

Setelah mencermati dengan seksama dari ketiga penelitian di atas, masalah
yang akan penyusun teliti dirasa cukup memiliki beberapa perbedaan. Jika di lihat
lebih dalam, secara garis besar ketiga penelitian di atas lebih menekankan pada
implementasi kebijakan PHBM oleh pembuat kebijakan, dampak terhadap
pelestarian hutan dan kelembagaan antara Perum Perhutani dan LMDH.
Sedangkan penelitian yang akan penyusun teliti adalah selain penerapan kebijakan
tersebut terhadap upaya perlindungan hutan, juga dampak terhadap kesejahteraan
masyarakat desa yang tinggal di daerah sekitar hutan yang dikelola Perum

Perhutani_bersama lembaga terkait pasca dikeluarkannya Kebijakan PHBM ini.

' Etik Wilujeng, Implementasi Kebijakan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat
(PHBM) Dalam Rangka Pelestarian Hutan Di KPH Blora, Universitas Airlangga, 2015.

2 Dimas Ragil Achirrudin, Implementasi Kebijakan Pengelolaan Hutan Bersama
Masyarakat (PHBM) Perum Perhutani Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Temanggung dalam
Rangka Pelestarian Hutan Lindung di Gunung Sumbing-Sindoro, Program Studi IImu Hukum,
Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2011.



E. Kerangka Teoritik

1. Negara Kesejahteraaan (Welfare State)

Sebagai sebuah negara yang mengadopsi konsep ngeara kesejahteraan.
Baik dalam rangka meningkatkan kesejahteraan atau menuju kesejahteraan
tersebut. Oleh sebab itu dipelukan pemahaman konsep-konsep negara
kesejahteraan dalam upaya mencapai sebuah tujuan tersebut. Salah satu
penjelasan mengenai konsep welfare state dalam penelitian Andesen J.G
menunjukan beberapa tujuan dari welfare state tersusun atas tiga hal, yaitu

sebagai berikut:

a. Memastikan setiap warga negara beserta keluarganya memperoleh
pendapatan minimum sesuai dengan standar kelayakan.

b. Memberikan layanan sosial setiap permasalahan yang dialami warga
negara (baik dikarenakan sakit, tua dan menanggur), serta kondisi lain,
seperti krisis ekonomi.

c. Memastikan . setiap, warga. negara mendapatkan. . hak-haknya tanpa

memandang perbedaan status, Klas'ekanndmi, dan pérbedaan lain.*®

Sedangkan menurut soekanto, ciri-ciri. pokok dari 'suatu welfare state

adalah:

a. Pemisahan kekuasaan berdasarkan trias politica dipandang tidak prinsipal

lagi. Pertimbangan-pertimbangan efisiensi kerja lebih penting daripada

B3 Andersen J.G , Welfare State and Welfare State Theory, Center for Comparative
Studies, Working Paper, 2012.
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pertimbangan-pertimbangan dari sudut politis dan peranan organ-organ
eksekutif lebih penting daripada organ-organ legislatif.

b. Peranan negara tidak terbatas pada menjaga keamanan dan ketertiban saja,
akan tetapi negara secara aktif berperan dalam penyelenggaraan
kepentingan rakyat di bidang bidang sosial, ekonomi, dan budaya,
sehingga perencanaan (planning) merupakan alat penting dalam welfare
state.

c. Welfare state merupakan negara hukum materii yang mementingkan
keadilan sosial dan bukan persamaan formil.

d. Sebagai konsekuensi hal-hal tersebut diatas, maka dalam Welfare state hak
milik tidak lagi dianggap sebagai hak yang mutlak, akan tetapi dipandang
mempunyal fungsi sosial, yang berarti adanya batas-batas dalam
kebebasan penggunaannya.

e. Adanya kecenderungan bahwa peranan hukum publik semakin penting dan
semakin mendesak peranan hukum perdata. Hal ini disebabkan karena

luasnya peranan negara dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya.**

Dengan demikian ciri utama welfare state adalah munculnya kewajiban
pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan umum bagi warganya, seperti
membuat lembaga-lembaga negara, kementerian-kementerian negara yang
tujuannya memudahkan pemerintah dalam mencapai tujuannya. Dalam hal ini
pemerintah harus memberikan jalan dan juga fasilitas-fasilitas yang dapat

menunjang kesejahteraan masyarakatnya, baik melalui pemberian pelatihan

Y W. Riawan Tjandra, Hukum Administrasi Negara, cetakan kelima ,(Yogyakarta:
UAJY, 2012), him. 12.
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peningkatan sumber daya manusia, penyediaan lapangan pekerjaan dan juga
kesempatan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat melalui kebijakan-

kebijakan tertentu.
2. Lingkungan Hidup

Hutan merupakan elemen penting dalam lingkungan hidup. Menurut
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan,
dalam pasal 1 ayat (2) menjelaskan bahwa hutan merupakan kesatuan ekosistem
berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi
pepohonan dalam persekutuan alam lingkungan yang satu dengan lainnya tidak
dapat dipisahkan.™ Sebagai kesatuan ekosistem hutan memiliki fungsi konservasi,
fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial,
budaya, dan ekonomi yang seimbang dan lestari. Ada tiga tujuan utama dalam
kegiatan konservasi yaitu perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan. Hutan
konservasi sebagai perlindungan artinya berupaya melindungi peranan
keanekaragaman hayati sebagai sistem penyangga kehidupan, Hutan konservasi
sebagai pelestarian artinya adalah melestarikan keanekaragaman hayati yang ada
dan mencegahnya-. dari-. kepunahan, .sedangkan-. hutan Kkonservasi sebagai
pemanfaatan artinya memanfaatkan dengan bijaksana dan bertanggung jawab

dengan keanekaragaman hayati yang telah ada.

Menurut Munadjat Danusaputro lingkungan hidup adalah semua benda

dan kondisi termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya, yang

5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.


https://foresteract.com/keanekaragaman-hayati/
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terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan

hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya.*®

Upaya pengelolaan dan perlindungan lingkungan hendaknya dilakukan
secara sistematis dan terpadu bagi pelestarian dan fungsi lingkungan hidup dan
bagi pencegahan terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Upaya
pengelolaan dan perlindungan lingkungan itu meliputi perencanaan, pemanfaatan,

pengendalian, pemeliharan, pengawasan, dan penegakan hukum."’
3. Pengawasan

Pengawasan dapat diartikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan
organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat
kegiatan-kegiatan sesuai yang di rencanakan dengan instruksi yang telah
diberikan dan dengan prinsip-prinsip yang telah digariskan. Pengawasan yang
dikemukakan oleh Robert J. M Ockler berikut ini telah menjelaskan unsur-unsur
esensial proses pengawasan yaitu suatu usaha sistematika untuk menetapkan
standar pelaksanaan dan tujuan-tujuan perencanaan merancang sistem informasi,
umpan _balik, 'membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah
ditetapkan sebelumnya.*® Pengawasan terhadap pemerintahan daerah terdiri atas

pengawasan hirarki dan pengawasan fungional.

® Munadjat Danusaputro, Hukum Lingkungan Buku I:Umum, (Bandung: Binacipta,

1980), him. 67.

" Lihat perumusan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
¥ Hani Handoko, Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia, (Jakarta: PT
Rafika Aditam, (1999), him.
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Pengawasan hirarki berarti pengawasan terhadap pemerintah daerah yang
dilakukan oleh otoritas yang lebih tinggi. Pengawasan fungsional adalah
pengawasan terhadap pemerintah daerah, yang dilakukan secara fungsional baik
oleh departemen sektoral maupun oleh pemerintahan yang menyelenggarakan
pemerintahan umum (departemen dalam negeri).’* Menurut Bagir Manan
sebagaiman dikutip oleh Hanif Nurcholis, menjelaskan bahwa hubungan antara
pemeritah pusat dengan pemerintah daerah sesuai dengan UUD 1945 adalah
hubungan yang desentralistik. Artinya bahwa hubungan antara pemerintah pusat
dan pemerintah daerah adalah hubungan antara dua badan hukum yang diatur
dalam undang-undang terdesentralisasi, tidak semata-mata hubungan antara atasan
dan bawahan. Dengan demikian pengawasan terhadap pemerintahan daerah dalam
sistem pemerintahan Indonesia lebih ditujukan untuk memperkuat otonomi
daerah, bukan untuk “mengekang” dan “membatasi”. Selanjutnya, pengawasan
yang dikemukakan oleh Victor M. Situmorang, pengawasan adalah setiap usaha
dan tindakan dalam rangka mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas yang

dilaksanakan-menurut ketentuah dan sasaran yang hendak dicapai.”’
F. Metedologi Penelitian

Agar mendapatkan hasil yang memuaskan dari suatu penelitian maka
harus ditunjang dengan berbagai metode yang tepat dan benar secara ilmiah,

sehingga kebenaran objektif yang hendak dicapai dapat ditemukan. Penelitian

9 Hanif Nurcholis, Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah, (Jakarta:
Penerbit Grasindo, 2007), him. 312.

% Makmur, Efektifitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan, (Bandung: PT. Rafika
Aditama, 2011, him.176.
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hukum juga tidak terlepas dari penyusunan yang dilakukan secara metodologis,
sistematis, dan konsisten. Metodologi berarti sesuai dengan metode atau cara
tertentu, sedangkan sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, dan konsisten
berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.?
Oleh karena itu dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan langkah-

langkah sebagai berikut.

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang
dilakukan di Perum Perhutani dan MDH desa lebak. Penelitian ini juga didukung
dengan penelitian pustaka (library research) dengan mengkaji dan meneliti
berbagai dokumen atau literatur dan peraturan perundang-undangan yang ada
kaitannya dengan penelitian ini.
2. Sifat Penelitian

Penelitian ini._bersifat yurdis-empiris, yakni pelaksanaan ketentuan
kebijakan harus dilakukan sesuai dengan apa yang tercantum di dalam peraturan
kebijakan_ tersebut. Maksud dari penelitian ini_adalah menganalisis penerapan
kebijakan dengan mamadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data primer
dengan data sekunder yang diperoleh'dari lapangan.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini akan dibagi menjadi dua, yaitu: data

primer dan didukung dengan data sekunder. Data primer diperoleh langsung

21 Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia,
1981), him. 42
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dilapangan melalui kuisioner dan wawancara langsung baik dengan responden
maupun dengan narasumber. Data sekunder akan diperoleh melalui berbagai buku
atau literatur, penyusunan ilmiah dan peraturan perundang-undangan yang

berhubungan dengan objek penelitian.

a. Data Primer

Data primer yang menjadi acuan penyusun yakni mengambil data
yang diperoleh dari metode obervasi di lapangan serta melakukan
wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait langsung

dengan obyek penelitian.

Adapun bahan hukum primer lainnya selain wawancara adalah
kebijakan dan regulasi hukum antara lain sebagai berikut; Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Pokok
Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan,
Undang-Undang 1 Nomor:. 32 - Tahun. 12009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan. Lingkungan Hidup, Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 19 tahun 2003 tentang;Badan Usaha Milik: Negara, Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998 tentang Perusahaan Umum (Perum),
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum
Kehutanan  Negara, Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-
03/MBU/12/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri BUMN

Nomor Per-03/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program
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Bina Lingkungan BUMN, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 30 tahun
2009 tentang Tata Cara Pengurangan Emisi Dari Deforestasi dan
Degradasi Hutan. SK Gubernur Jawa Tengah Nomor 24 Tahun 2001
tentang Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat di Propinsi
Jawa Tengah. SK Direksi Perhutani Nomor 682 tahun 2009 tentang
Pedoman Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat, SK
Direksi Perum Perhutani Nomor 436 tahun 2011 tentang Bagi Hasil Hutan

Kayu.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang melengkapi data primer. Data
sekunder , yakni buku-buku literatur, kamus, karya-karya ilmiah, jurnal

hukum, dan hasil penelitian lainnya.

c. Data Tersier

Data tersier adalah suatu kumpulan dan kompilasi sumber primer
dan sumber 'sekunder. 'Data tersier, yakni-artikel, ‘ensiklopedia, direktori,

flyer, leaflet dan lainnya.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Perum Perhutani KPH Kedu Selatan di Purworejo
dan Desa Lebak, Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa

Tengah.


https://id.wikipedia.org/wiki/Sumber_primer
https://id.wikipedia.org/wiki/Sumber_sekunder
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5.  Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan berbagai cara, metode yang

digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara atau Interview merupakan teknik pengumpulan data
melalui proses tanya jawab yang dilakukan satu arah. Penyusun
menggunakan dan mencoba menggali informasi dan data yang ingin
didapatkan dengan memberikan beberapa poin pertanyaan mengenai

beberapa hal yang terkait dengan Kebijakan PHBM.

Adapun dalam penentuan responden, dapat diperoleh dengan cara
pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling, dimana
peneliti cinderung memilih informan (informant) yang dianggap tahu dan
dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang mantap dan mengetahui
masalahnya secara mendalam. Responden dalam penelitian ini adalah
Bapak Triono- Pegawai ' Perum Perhutani 'KPH' Kedu Selatan, Bapak
Muhafit selaku Kepala Desa Lebak, Sofa Mina Adib Subekti selaku

Sekretaris Desa Lebak dan Bapak Suroso Masyarakat Desa Hutan Lebak.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara yang digunakan untuk mencari data
mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, buku, surat kabar, artikel

baik cetak maupun online yang berkaitan dengan permasalahan yang akan
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diteliti oleh penyusun. Dokumentasi bertujuan untuk mencocokan dan

melengkapi data-data yang sudah didapatkan dari data primer.
6. Metode Analisis Data

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu dengan menggambarkan
karakteristik, menguraikan, dan menganalisa objek penelitian, dimaksudkan untuk
memberikan data yang berkaitan dengan judul penelitian secara jelas dan rinci
dianalisis guna menjawab permasalahan yang ada.”’ Metode analisis yang
penyusun gunakan adalah metode kualitatif yaitu mencoba menganalisis hasil
penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis dimana penyusun harus

dapat menentukan data dan bahan hukum mana yang diguanakan.
G. Sitematika Pembahasan

Agar hasil penelitian dalam skripsi ini dapat disajikan dengan baik dan
lebih memudahkan pemahaman tentang esensi dalam penyusunan skripsi ini, serta
memperoleh penyajian yang terarah dan sistematis, maka penyusun dalam

penyajian-skripsi ini terbagi ke dalam lima bab, yaitu sebagai-berikut:

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang -memuat menganai latar
belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah
pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan untuk

mengarahkan para pembaca kepada substansi penelitian.

22 H, Zainuddin, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), him. 104.
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Bab kedua, berisikan teori-teori dan konsep-konsep yang revelan dengan
obyek penelitian, kerangka teori ini merupakan pijakan dalam melakukan kajian
terhadap masalah pokok yang diteliti. Bab ini menyajikan landasan teori untuk
dapat mengkaji dan menganalisa permasalahan yang diangkat yaitu; tinjauan

umum tentang negara kesejahteraan, lingkungan hidup dan pengawasan.

Bab ketiga, merupakan tinjauan umum tentang kondisi wilayah desa
Lebak, keadaan sosiologi-ekonomi, gambaran umum Perum Perhutani dan

LMDH. Serta hal-hal yang akan berkaitan dengan obyek penelitian.

Bab keempat, penyusun akan menguraikan hasil penelitian dan analisa
terkait penerapan Kebijakan PHBM terhadap upaya perlindungan hutan dan

kesejahteraan masyarakat desa sekitar hutan.

Bab kelima, yaitu sebagai bab penutup yang berisi kesimpulan dari
keseluruhan pembahasan yang diuraikan dari bab pertama sampai bab keempat.
Kesimpulan pada bab ini akan menjawab dari rumusan masalah yang diangkat
oleh penyusun. ~Selain 'kesimpulan, bab ' ini juga memuat saran-saran yang
diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi, serta memuat saran-
saran yang ditujukan  kepada pihak-pihak  yang bersangkutan dan untuk

memberikan khazanah keilmuan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagaimana pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat

diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan yang dilakukan Perum Perhutani pasca dikeluarkannya kebijakan
PHBM dalam menindaklanjuti upaya perlindungan hutan dan meningkatkan
kesejahteraan MDH yaitu dengan melaksanakan prinsip pengelolaan sumber
daya hutan yang berkelanjutan (sustainable forest management) dan prinsip
pengelolaan perusahaan yang baik (good corporate governace principle).
Upaya-upaya yang dilakukan Perum Perhutani antara dengan lain pengenalan
program (sosialisasi), inventarisasi potensi desa, persiapan prakondisi sosial,
penyusunan ranstra PHBM, pembuatan perjanjian kerjasama dengan LMDH
meliputi perjanjian sistem bagi hasil (sharing) hutan kayu dan non kayu
sesuai nilai” dan proporsi: dan ‘dan -monitoring “sekaligus evaluasi secara
periodik. Dalam pelaksanaannya, kebijakan yang dilakukan Perum Perhutani
sudah cukup baik dalam upaya perlindungan hutan ‘serta meningkatkan
kesejahteraan masyarakat desa sekitar hutan. Akan tetapi masih ada beberapa
hal yang harus diperbaiki yakni, inventarisasi potensi desa, monitoring,
evaluasi dan pembinaan serta pemberdayaan LMDH.

2. Implikasi kebijakan PHBM terhadap MDH dan kelestarian hutan di Desa

Lebak, Kaliwiro, Wonosobo, Jawa Tenah sejauh ini membawa dampak

120



121

positif yang cukup signifikan. Pertama, dampak terhadap peningkatan
kesejahteraan masyarakat bisa dilihat dari pengurangan angka pengangguran
karena tersedianya lapangan pekerjaan dalam mengelola hutan dan usaha
produktif sistem sharing produksi hasil hutan sehingga meningkatkan daya
beli masyarakat. Hal tersebut didasari oleh keberhasilan kerjasama Perum
Perhutani dengan MDH dalam mengelola hasil hutan produksi yaitu, dari
sistem bagi hasil kayu serta usaha yang dilakukan MDH dalam mengelola
lahan dengan sistem tumpang sari yang ditanami tanaman hortikultura seperti
sayu-sayuran, buah-buahan, obat-obatan dan tanaman palawija seperti padi,
jagung, kacang, kedelai dan ubi-ubian. Kedua, dampak terhadap kelestarian
hutan, hal ini tercermin dari kondisi geografis wilayah Desa Lebak yang hijau
karena reboisasi yang dilakukan Perum Perhutani dan MDH dengan
penanaman kayu abasya, akasia, jati, mahogani dan juga tanaman pengisi

seperti kelapa deres, duren, nangka, kakao serta tanaman palawija.

Dengan demikian kebijakan PHBM ini membawa dampak
kesejahteraan "bagi MDH "yang mendorong dan memberikan kontribusi
sebagaimana " tujuan ‘daripada "PHBM" 'sendiri “yaitu, -peningkatan indeks
pembangunan manusia menuju masyarakat desa hutan mandiri dan menjaga
kelestarian hutan melalui pengelolaan sumber daya hutan yang berkelanjutan.
Hal yang perlu dilakukan untuk memaksimalkan pengelolaan PHBM yakni,
pengelolaan potensi desa sebagai destinasi wisata dan mengikutsertakan peran
kerja sama pemerintah daerah seperti desa, kecamatan dan kabupaten dalam

menunjang kegiatan sistem PHBM.



122

B. Saran

Sejauh ini implementasi kebijakan PHBM di Desa Lebak, Kaliwiro,
Wonosobo, Jawa Tengah sudah cukup baik, akan tetapi berdasarkan hasil
penelitian lapangan penyusun mendapati beberapa kendala yang harus dituntaskan
dan harus ada upaya memaksimalkan sistem pengelolaan hutan untuk
kesejahteraan masyarakat dan perlindungan hutan. Sehingga penyusun

memberikan saran ataupun solusi alternatif sebagai berikut:

1. Perum Perhutani perlu meningkatkan pembinaan, pemberdayaan dan
pendampingan melalui monitoring dan evaluasi kepada MDH yang tergabung
dalam LMDH serta melakukan peninjauan kembali terkait inventarisasi
potensi desa yang ada di Desa Lebak sehingga potensi-potensi pengelolaan
hutan yang ada di Desa Lebak dapat lebih dimaksimalkan. Selain itu Perum
Perhutani juga perlu melakukan pengawasan terhadap sharing produksi hasil
hutan dengan baik sesuai proporsional dan menjamin kesejahteraan
masyarakat desa melalui Corporate Sosial Responsibility (CSR).

2. LMDH Adhitya Wana Lestari perlu melakukan reorganisasi dalam
kepengurusannya dan lebih membuka kesempatan masyarakat desa untuk
bergabung dalam lembaga tersebut. LMDH harus lebih aktif dalam
melaksanakan upaya-upaya kerja sama dalam sistem PHBM melalui kerja
sama dan memperbaiki sistem forkom kepada stakeholder seperti pemerintah
desa, kecamatan dan kabupaten, jika perlu membuka kesempatan stakeholder
seperti LSM dan lembaga-lembaga lainnya untuk melakukan kerja sama

dalam sistem PHBM. Langkah yang bisa dilakukan LMDH dalam membuka
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peluang kerja sama dengan stakeholder adalah melalui rekonstruksi

perjanjian kerja sama dengan pendampingan Perum Perhutani.

Perlu adanya kesadaran dan partisipasi dari semua pihak yang
berkepentingan dalam mengawasi jalannya kegiatan-kegiatan dalam sistem
PHBM. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi juga perlu dilakukan secara
terstruktur, sistematis dan masif. Hal yang juga tak kalah penting adalah
moralitas pengawasan dari seluruh elemen yang berkepentingan dalam
kebijakan PHBM. Jika hal tersebut terlaksana, maka tujuan dalam mengelola
hutan agar tetap lestari dan memberi kebermanfaatan bagi kesejahteraan
masyarakat desa sekitar hutan dapat tercapai secara optimal dan proporsional

sebagaimana maksud dan tujuan daripada kebijakan PHBM.
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KEPUTUSAN DIREKSI PERUM PERHUTANI
NOMOR : 682/KPTS/DIR/2009

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA HUTAN BERSAMA MASYARAKAT

Menimbang :

Mengingat :

DIREKTUR UTAMA PERUM PERHUTANI

bahwa dalam rangka untuk mencapai VISI dan MISI Perum
Perhutani dan sesuai dengan paradigma baru Pengelolaan
Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat, pemberdayaan dan
peningkatan peran masyarakat dan atau pihak yang berkepentingan
dalam pengelolaan sumberdaya hutan menjadi penting dan
strategis sehingga perlu dimaknai, diwadahi dan difasilitasi serta
dilaksanakan;

bahwa pemberdayaan dan peningkatan peran masyarakat dan atau
pihak yang berkepentingan dilakukan dalam suatu sistem
Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM);
bahwa untuk mempercepat dan fleksibilitas pelaksanaan PHBM
perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Direksi Perum
Perhuntani Nomor 268/KPTS/DIR/2007 tanggal 8 Maret 2007
tentang Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat Plus

(PHBM Plus);

- bahwa berhubung dengan/butir 3 samp3i dengan c tersebut perlu

menetapkan l'lnsallr Kerjza Pengelolaan Sumberdaya Hutan
Bersama Masyarakat (PHBM) dengan Keputusan Direksi Perum
Perhutani.

Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
Undang Undang Nomor 25 Tahun 2001 tentang Kewenangan

Jgntagg Pemerintah
rig f
ertlmbangan

‘“%{; @ﬂm’ A&ﬁ% ?ﬁ%"'%om;m ol

6.

10.

Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani);

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.01/Menhut-11/2005 tentang
Pemberdayaan Masyarakat setempat di dalam dan atau sekitar
hutan dalam rangka Social Forestry;

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P 41/Menhut-11/2005 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Kecil Menanam Dewasa Memanen;
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.50/Menhut-11/2006 tentang
Pedoman Kegiatan Kerjasama Usaha Perum Perhutani dalam
Kawasan Hutan;

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.68/Menhut-1l/2006 tentang
Pedoman Kampanye Indonesia Menanam;

Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor 1837/KPTS/DIR/1956
tentang Penetapan Pembinaan Masyarakat Desa Hutan dalam
Pengelolaan Hutan;



11. Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor 849/KPTS/DIR/1999
tentang Pedoman Pengkajian Desa Secara Partisipatif.

Memperhatikan : Surat Pit. Direktur Utama Perum Perhutani Nomor 126/CSLH/Dir/Tgl. 01

Juni 2009 perihal Agenda Bahan Rapat Dewan Pengawas dan Direksi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Pedoman Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat

BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1.

Pengelolaan Sumberdaya Hutan adalah kegiatan yang meliputi penyusunan rencana
pengelolaan sumberdaya hutan, pemanfaatan sumberdaya hutan dan kawasan
hutan, serta perlindungan sumberdaya hutan dan konservasi alam.

Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) adalah suatu sistem
pengelolaan sumberdaya hutan yang dilakukan bersama oleh Perum Perhutani dan
masyarakat desa hutan dan atau Perum Perhutani dengan pihak lain yang
berkepentingan (staokeholder) dengan jiwa berbagi, sehingga kepentingan bersama
untuk mencapi kemuan fungsi dan_manfaat sumberdaya hutan dapat
diwujudkan sm opﬁmal dll ptopors:onal.

Desa Hutan ahhh wilayah desa yar‘aem geografis dan administratif berbatasan
dengan kawasmhutan atau di lﬁkathmn hutan.

Masyarakat DQSI Hutan (MDH) | ddlll‘ Iulornpok orang M bertempat tinggal di
desa hutan dan. m&kukan keﬁim wll‘ berinteraksi ‘dengan sumberdaya hutan
untuk menduku ngm i

Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) adalah Iembaga masyarakat desa yang

:Sfa‘iiil'é AT SEARAC STIIY ERSITS. dan stao ansur
AN AT HAGA-
utan

:(l:tp::a"s‘lam m:‘yn %I kdj&- ﬁrTaAdibentuk oleh dan

Pihak yang berkepentingan (stakeholder) adalah pihak-pihak di luar Perum Perhutani
dan masyarakat desa hutan yang mempunyai perhatian dan berperan mendorong
proses optimalisasi serta berkembangnya Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama
Masyarakat yaitu Pemerintah Daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga
Ekonomi Masyarakat, Usaha Swasta, Lembaga Pendidikan, dan Lembaga Donor.
Pengkapm Desa Partisb:trf adalah metode kajian hl'lladap bndisi d!sa dan
masyarakat melalui proses pemlnhjaran bersama, guﬂl meutenlmkan
masyarakat desa yang bersangkutan, ‘agar memahami kondisi desa dan
kehilupnmya, sdnngp mereka dapat berperan langsung dalam plmbuhn
rencana dan tindakan secara parflslpatlf

Perencanaan Partisipatif adalah kegiatan merencanakan Pengelolaan Sumberdaya
Hutan Bersama Masyarakat oleh Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan atau
Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan dengan pihak yang berkepentingan




(1)

10.

11.

12

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

berdasarkan hasil pengkajian desa partisipatif dan kondisi sumberdaya hutan dan
lingkungan masyarakat desa hutan atau Perum Perhutani dan masyarakat desa
hutan dengan pihak yang berkepentingan berdasarkan hasil pengkajian desa
partisipatif dan kondisi sumberdaya hutan dan lingkungan.

Berbagi adalah pembagian peran antara Perum Perhutani dengan masyarakat desa
hutan atau Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan dengan pihak yang
berkepentingan dalam pemanfaatan lahan (tanah dan atau ruang), waktu, dan
pengelolaan kegiatan.

Faktor produksi adalah semua unsur masukan produksi berupa lahan, tenaga kerja,
teknologi dan atau modal, yang dapat mendukung terjadinya proses produksi
sampai menghasitkan keluaran produksi dalam pengelolaan sumberdaya hutan.

Pola tanam adalah kegiatan reboisasi hutan yang dapat dikembangkan untuk
penganekaragaman jenis, pengaturan jarak tanam, penyesuaian waktu dengan
memperhatikan aspek silvikultur dengan tetap mengoptimalkan fungsi dan manfaat
hutan.

IPM (Indeks Pembangunan Manusia) yaitu suatu indeks yang menggambarkan
tingkat kesejahteraan masyarakat dengan indikator utama yaitu daya beli,
kesehatan, dan pendidikan.

Sinergitas adalah hubungan kerja antar lintas sektoral (hubungan kerja antar
dinas/instansi terkait) untuk menghasilkan dampak positif yang lebih besar.

Kawasan Hutan Pangkuan Desa (KHPD) adalah kawasan hutan negara yang secara
administratif masuk wilayah desa.

Tanggung jawab sosial Perusahaan (corporate social responsibility) adalah kepekaan
dari rasa tanggung jawab Perusahaan terhadap kesejahteraan. intelektual,
kesehatan, damqintdmarakat desa hutans

SKPD (Satuan Kllja Perangtﬂ Daerah) addﬂl perangkat (herah pada Pemerintah
Daerah selaku, plngguna anggm

Pemberdayaan ‘Masyarakat desa hdln ldllah tindakan/ umal dimana penduduk
sebuah komur\hs masyarakat desa Mau lhengorgamsaﬁhn diri dalam membuat
perencanaan dan tindakan hnlddif ‘untuk memecahkan masalah sosial atau
memehuni kebutuhan uﬂd sesuai dengan kemampuan dan sumberdaya yang
dimiliki.

TR
Baaya stal a gdi elaksanakan
""YOGYAKARTA

JIWA DAN PRINSIP DASAR
Pasal 2

Jiwa PHBM adalah Inesdhn Petmahan. masyarakat M hm dan plld: yang
berkeperﬂnm (stakehalder) untuk berbagi dalam penpldaan sumberdaya llutan
bersamamswlwt sesnlitaldﬂ!-kandahubagaibenkut: -

1)
2)
3)
4)
5)

Kueiml_ngm s ckoloﬁ, sosial dan ekonomi.
Kesesuaian : kultur dan budaya setempat.
Keselarasan : pembangunan wilayah/daerah.
Keberlanjutan : fungsi dan manfaat SDH.

Kesetaraan : peran dan resiko.



(2) Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat merupakan kebijaka Perum
Perhutani yang menjiwai strategi, struktur dan budaya perusahaan dalam pengelolaan
sumberdaya hutan.

Pasal 3

Prinsip dasar dalam PHBM adalah:

NP NN e e

=
o

Prinsip keadilan dan demokratis

Prinsip keterbukaan dan kebersamaan

Prinsip pembelajaran bersama dan saling memahami
Prinsip kejelasan hak dan kewajiban

Prinsip pemberdayaan ekonomi kerakyatan

Prinsip kerjasama kelembagaan

Prinsip perencanaan partisipatif

Prinsip kesederhanaan sistem dan prosedur

Prinsip Perusahaan sebagai fasilitator

Prinsip kesesuaian pengelolaan dan karakteristik wilayah

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 4

(1) Pengelolaan Sunberdun Hutan Bersama _Masyarakat dimaksudkan untuk

memberikan ard'\ oengelola

sumberdava lnllndonpn mmadukan aspek-aspek

ekonomi, ekolo“‘ilan sosial sem pl‘hporlinnsl dan profelhnal guna mencapai Visi
dan Misi Perusalnl
(2) Pengelolaan Suntl.daya Hutan lll'!allanqarakat bertum untuk :

Meningkatkan hnggung javldl Plnisd'mn, masyaﬂht desa hutan dan pihak

yang berkepentingan terhadap lﬂhdll}stau fungsi dan manfaat sumberdaya
hutan.

Mening dan pihak yang
perkepe g Lihabtlp oLl b ST NP | Y
SSEINANCKALIYCA:
gan keglatan
pemba isi inamik arakat desa hutan.
v iad et e g See oo
Memngkatkan usaha—usaha produktif menuju masyarakat desa hutan mandiri
yang mendukung terciptanya hutan lestari.
Mendukung keberhasilan pembangunan daerah yang diukur dengan IPM melalui 3

(tiga) indikator utama, yaitu tingkat daya beli, tingkat pendidikan, dan tingkat
kesehatan.

~ BABWV
PEIBYARATAIIDE!AKSANMN PHBM
Pasal 5

PHBM dapat dilaksanakan dengan baik jika :



(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
)
(8)

(1)

(2)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
7
(8)

3
(10)

Pemahaman yang utuh terhadap konsep PHBM dan kesiapan pola pikir (mindset) pada
semua jajaran Perum Perhutani dan jajaran LMDH untuk melaksanakannya.

Desa dengan Kawasan Hutan Pangkuan Desanya (KHPD).

Pengkajian Desa secara Partisipatif (PDP) atau metode lain yang bersifat partisipatif.
Pertemuan dan pendampingan yang intensif.

Kelembagaan masyarakat desa hutan.

Aturan-aturan yang bersifat mengikat.

Usaha produktif dan atau sharing (bagi hasil).

Peran dan kerjasama antar pihak.

BABV
RUANG LINGKUP
Pasal 6

Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat dilakukan berbasis Desa Hutan
dengan ruang lingkup di dalam dan di luar kawasan hutan baik berbasis lahan maupun
bukan lahan dengan mempertimbangkan skala prioritas berdasarkan perencanaan
partisipatif.

Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat dilaksanakan dengan tidak
mengubah status kawasan hutan, fungsi hutan dan status tanah perusahaan.

BABIV

STRATEG! PHBEM
Pasal 7

Meningkatkan  pemahaman PHBM hpﬂﬁ jajaran perum Perhutani melalui
peningkatan kamﬁtas dan kualltam

Menerapkan Perencanaan Desa Palliﬂ:lﬂf (PDP) atat metode yang lain yang
dilaksanakan bersama lmlbt dan atau pillﬁ yang berkepentingan secara
konsisten dan konsekuen di seluruh KHPD. '

mf;ﬁffrsfrlﬁﬂmmﬂ ran 4 ‘ wilayah melalui

A oA || G o
:::ku::: ?én@g 'ﬁlav%ﬂ“x |T% 'Rpe:FmAlembaga ekonomi
(koperasi).

Kegiatan pengelolaan hutan dikerjasamakan dengan LMDH, koperasi masyarakat desa
hutan dan atau pihak lain yang berkepentingan.

Menetapkan biaya kelola sosial secara proporsional dan memanfaatkannya secara
efisien dan efektif.

Meningkatkan peran LMDHdalam kegiatan perilldungan smnberdm hutan.
Meningkatkan peran Pu!dklat SDM Perum Pedmtani mhll mcmperkunt tq:mtas
kelola sosial p]wm Perum Perhutani.

BAB VI
PENYUSUNAN RENCANA PHBM
Pasal 8



(1)

(2)

3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(1)

Penyusunan rencana Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat dilakukan
secara terintegrasi dan terpadu mulai dari inventarisasi sumberdaya hutan pada
penataan pertama dan atau penataan ulang, atau pada saat dilakukan penyusunan
rencana tahunan, sesuai dengan ketentuan Perusahaan yang berlaku.

Penyusunan rencana Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat dilakukan
bersama antara Perusahaan dengan masyarakat desa hutan melalui perencanaan
partisipatif atau dengan pihak lain bila diperiukan.

Penyusunan rencana Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat pada saat
kegiatan penataan hutan dikoordinasikan oleh Kepala Seksi Perencanaan Hutan (KSPH)
diintegrasikan ke dalam buku Rencana Pengaturan Kelestarian Hutan (RPKH) atau
nama lain yang akan ditetapkan kemudian.

Penyusunan rencana Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat pada saat
Penyusunan Rencana Teknik Tahunan dikoordinasikan oleh Administratur/KKPH dalam
bentuk Rencana Usaha Tahunan (RUT) atau nama lain yang akan ditetapkan kemudian.
Dalam kondisi khusus penyusunan rencana Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama
Masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan.

BAB VIII
KELEMBAGAAN
Pasal 9

Perusahaan memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada Kepala Unit untuk

melaksanakan dan mengkoosdinasikan Pengelollm Snlltudaya Hutan Bersama

Masyarakat di Wat Unit, dan kepada L | Kesatuan Pemangku

Hutan (Adm/KKPH) untuk pelaknlﬂamw dl!ilgkat Kesatuan Pemangkuan Hutan.

Kewenangan dan tanggung jawab nbm tersebut pada ayat (1) meliputi :

a. Bersama mabﬂakat desa hutan dtntln pihak yang bcﬁqmntmgan menetapkan
nilai dan proporsi berbagi hasil Ieﬂm Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama
Masyarakat. ‘ o ‘ |

b. Menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan masyarakat desa hutan dan atau

phak R KLETSEANITE ORITERST Ty oo M
© RSERNANCKALHAGA -
YOGYAKARTA

PELAKSANAAN PHBM
Pasal 10

Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat dilaksanakan dengan jiwa
bersama, beuhya dan bubagl yagn mdbutu punanfaabn lahan dan atau ruang,
pemanfaatan waktu pemanfaatan hasit dahm pengelolaan swnbeldlya hutan dengan
prinsip salnng menguntungkan, saling memperkuat dan saling mendukung mta
kesadaran akan tanggung )amb sosial (Social Rmrbmty). Dalam setiap
pengelolaan hutan disusun program yang dapat dakeqasamakan dengan MDH, antara
lain: Bidang Perencanaan, Pembinaan SDH, Produksi, Pemasaran dan Industri,
Keamanan Hutan, Keuangan dan SDM.



(2)

(1)

(2)

3)

(4)

(1)

(2)

Seluruh bidang di Perum Perhutani mendukung pelaksanaan PHBM sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

BAB X
KETENTUAN BERBAGI
Pasal 11

Nilai dan proporsi berbagi dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat
ditetapkan sesuai dengan nilai dan proporsi masukan faktor produksi yang
dikontribusikan oleh masing-masing pihak {Perusahaan, Masyarakat, Desa Hutan,
Pihak yang berkepentingan).

Nilai dan proporsi berbagi seperti dimaksud pada ayat (1) di atas, ditetapkan oleh
Perum Perhutani dan Masyarakat Desa Hutan atau Perum Perhutani dan Masyarakat
Desa Hutan dengan Pihak yang berkepentingan pada saat penyusunan rencana.
Penetapan mengenai nilai dan proporsi berbagi seperti dimaksud pada ayat (2) di atas,
dituangkan dalam Perjanjian Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat
antara Perum Perhutani dan Masyarakat Desa Hutan atau Perum Perhutani dan
Masyarakat Desa Hutan dengan pihak yang berkepentingan.

Ketentuan mengenai berbagi secara rinci diatur dalam aturan tersendiri.

BAB IX
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 12

Masyarakat Desa Hutan dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat,

berhak :

a. Menyusun mna pelaksann-l h.ld-l melakukan momtonng dan evaluasi
bersama Perum l’e(hutam N

b. Memperoleh manfaat M‘Bﬁ‘hﬂlm:esuﬂ dengan nilai dan proporsi faktor
produksi yang dlkontﬁbus'kannya

- T K R IVERSF e e
SR NANC KA A G A

a. Menja elin da utan u njutan fungsi dan

manianiys sgmipauriferndeni<. A 14 1 A

b. Memberikan kontribusi faktor produksi.

c. Mempersiapkan kelompok untuk mengoptimalkan fasilitas yang diberikan oleh
Perum Perhutani dan atau Pihak yang berkepentingan.

d. Mengamankan sumberdaya hutan dan proses pemanenan hasil hutan.

Pasal 13

Perum Perhutani dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat, berhak:

a. Menyusun rencana lothan, melakukan monitoring dan evaluasi lnrsm. MDH.

b. Memperoleh manfaat dari hasil kegiatan sesuai dengan nilai dan proporsi faktor
produksi yang dikontribusikannya.

c. Memperoleh dukungan Masyarakat Desa Hutan dalam perlindungan sumberdaya

hutan untuk keberlanjutan fungsi dan manfaatnya.



(2)

Perum Perhutani dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat,

berkewajiban:

a. Memfasilitasi masyarakat desa hutan dalam proses penyusunan rencana
monitoring dan evaluasi.

b. Memberikan kontribusi faktor produksi sesuai dengan rencana Perum Perhutani.

c. Mempersiapkan sistem, struktur dan budaya Perum Perhutani yang kondusif.

d. Bekerjasama dengan pihak yang berkepentingan dalam rangka mendorong proses
optimalisasi dan berkembangnya kegiatan.

e. Melakukan kegiatan penguatan kelembagaan berupa pelatihan, pendampingan
dan fasilitas kepada masyarakat desa hutan.

Pasal 14

Hak dan kewajiban pihak-pihak yang berkepentingan lainnya secara rinci diatur dalam
Perjanjian Kerjasama.

BAB Xl
ANGGARAN DAN BIAYA
Pasal 15

Anggaran dan biaya untuk melaksanakan PHBM menjadi beban bersama secara
proporsional antara Perum Perhutani, Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dan
atau pihak yang berkepentingan.

Anggaran biaya PHBM untuk pibak Perum Perhutani dianggarkan dalam RKAP.

BAB Xl
sul'mnsu MONITmHAuMSI DAN psumm
pasal 16

Kegiatan Supervisi, Monitoring, Evaluasi dan‘Péléporaii"(sMEp) yang dilaksanakan secara

konsisten dengan

-

Supervii, mm Tﬁm ;LM% ME a manusia untuk

menca apt i sanaan PHBM
dilaksa ”::: j impi -;-'.. utani kepada
bawahanny P

Meonitoring 0 d£r; rayu Ada%m& pRaw an&- pengamatan atas

pelaksanaan PHBM. Monitoring dilaksanakan secara terus menerus oleh semua jajaran
Perum Perhutani, LMDH, LSM dan para pihak yang berkepentingan minimal 3 (tiga)
bulan sekali tanpa memberi skor.

Evaluasi dilaksanakan petugas Perhutani bersama LMDH dengan maksud untuk
mengetahui pencapaian PHBM dengan cara membandingkan antara pelaksanaan
dengan tatpt yang telah ditetapkan setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sesuai
dengan ketentuan PHBM yang berlaku. Evaluasi dilaksanakan secara puioclk oleh
Administratur/KKPH pada bulm Maret-April. Evaluasi oleh Unit dilaksanakan pada
bulan Mei-Juli dan oleh Direksi pada bulan Agustus-Oktober.

Pelaporan dimaksud untuk mendokumentasikan dan merekomendasikan
perkembangan yang dilakukan dari hasil supervisi, monitoring dan evaluasi.
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Judul _ Kebijakan Pengelolaan Hutan Bersama erhadap Perlindungan Hutan dan Masyarakat
" Desa Hutan ( Lebd iro,

dengan ketentuan-ketentuan :

1. Biaya yang timbul me

2. Setelah selesai Penelit
dan Umum Kantor Divis .

3. Selama melaksanakan pe 1 : : Di entaati semua peraturan yang
berlaku. : ‘

4. Segala resiko yang terjadi saat melakukan Penelitian menjadi tanggungjawab Fakultas Syar'ah dan
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3. Sdr. Yusuf Wisnu Saputro.
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